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ABSTRAK 
Penanganan setiap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh satu lembaga 

independen yang disebut dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Seperti, berita mengenai 

kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial, Juliari P. 

Batubara. Juliari Batubara selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku Menteri 

Sosial Republik Indonesia Periode Tahun 2019-2020 sekaligus Pengguna Anggaran di 

Kementerian Sosial RI melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan dengan korupsi sehingga 

harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Penelitian ini digunakan untuk menjawab tiga 

masalah pokok, yaitu bagaimana skema korupsi dalam penyaluran bantuan sosial COVID-19 yang 

dilakukan oleh Juliari dan pihak terkait, bagaimana Implementasi UU TIPIKOR terkait kasus 

Juliari Batubara COVID-19, dan apa dampak kasus korupsi COVID 19 bagi masyarakat Indonesia 

dan perekonomian. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode normatif. Penelitian hukum 

normatif ini dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu 

sistem ajaran tentang kenyataan. Setelah diadakannya penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil 

yang dapat disimpulkan bahwa Juliari P. Batubara dinyatakan terbukti secara sah melanggar Pasal 

12 huruf b j.o Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 

2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP j.0 Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Kata Kunci: Bantuan Sosial; Covid-19; Korupsi; UU Tipikor. 

 

ABSTRACT 
The handling of each corruption case that occurs in Indonesia is carried out by an independent 

institution called the KPK (Corruption Eradication Commission). For example, news about the 

corruption case of Covid-19 social assistance funds carried out by the Minister of Social Affairs. 

Juliari Batubara, as a civil servant or state official, namely as the Minister of Social Affairs of the 

Republic of Indonesia for the 2019-2020 Period and Budget User at the Ministry of Social Affairs 

of the Republic of Indonesia, committed several acts related to corruption and should be 

considered as continuous acts. This study is used to answer three main problems, namely how the 

corruption scheme in the distribution of Covid-19 social assistance carried out by Juliari and 

related parties, how the implementation of the Corruption Eradication Law (UU TIPIKOR). In this 

journal, the author uses a normative method. This normative legal research is based on the nature 

and scope of legal discipline, where discipline is defined as a system of teachings about reality. 

After conducting this research, the researcher obtained results that can be concluded that Juliari P. 

Batubara was proven to have violated Article 12 letter b j.o Article 18 of the Republic of Indonesia 

Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 

of 2021 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of 

Corruption j.o Article 55 paragraph (1) ke-1 of the Criminal Code j.o Article 64 paragraph (1) of 

the Criminal Code. 
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PENDAHULUAN 

Hukum Pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman yang penting untuk 

menghasilkan suatu keadilan. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur 

pelanggaran- pelanggaran kejahatan terhadap kepentingan umum yang bersifat memaksa 

dan dapat dipaksakan, paksaan tersebut diperlukan untuk menjaga serta mengatur 

keseimbangan keadaan semula yang dalam hukum pidana disertai sanksi atau nestapa. 

Pada dasarnya, asanya hukum pidana di masyarakat ini untuk memberikan rasa aman bagi 

setiap individu ataupun kelompok dalam menjalankan aktivitas di masyarakat. 

Kasus pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah salah satunya kasus tindak 

pidana korupsi. Penanganan setiap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh 

satu lembaga independen yang disebut dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 

Bukanlah suatu beban amanah yang mudah bagi KPK sejak reformasi melakukan 

pemberantasan korupsi di negara seluas Indonesia, tentunya ini amanat yang sangatlah 

berat. Seperti, berita mengenai kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang 

dilakukan oleh Menteri Sosial, Juliari Batubara yang menghebohkan masyarakat Indonesia 

di tengah pandemi yang menyulitkan ini. 

Terdakwa Juliari Batubara selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu 

selaku Menteri Sosial Republik Indonesia Periode Tahun 2019-2020 sekaligus Pengguna 

Anggaran di Kementrian Sosial RI bersama-sama dengan Adi Wahyono dan Matheus Joko 

Santoso sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan 

yang berhubungan dengan korupsi sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. 

Menteri Sosial yang seharusnya membantu atau menolong masyarakat di tengah pandemi 

tetapi kalah oleh keinginan dan kepentingan pribadi. Berita ini muncul akibat banyak 

masyarakat yang terkena dampak korupsi itu. 

Untuk mengetahui faktor yang dapat menyebabkan atau faktor yang mempengaruhi 

Menteri Sosial untuk melaksanakan aksinya dalam tindak pidana kasus korupsi dana 

bantuan sosial COVID-19 dan untuk mengetahui dasar pertinbangan hakim dalam 

menjatuhkan hukuman untuk Juliari Batubara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial 

covid-19. Apakah hukuman yang diterima Juliari P. Batubara setimpal dengan apa yang 

telah diperbuat dalam menggelapkan dana bantuan sosial COVID19 untuk rakyat dengan 

ekonomi kebawah. 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang 

undangan dan kasus. 

Data Primer  

Data primer diperoleh dari: 

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) 

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 

4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST 

Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari: 

1. Buku 

2. Jurnal 

3. Artikel ilmiah yang relevan 

Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Studi dokumen untuk mengkaji pertaturan perundang undangan, putusan pengadilan, 

dan literatur terkait. 

2. Analisis kualitatif untuk mengolah data yang diperoleh dan menghasilkan kesimpulan 

Analisis Data 

Data yang diperoleh menggunakan metode normatif. Penelitian hukum normatif ini 

dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem 

ajaran tentang kenyataan, yang biasanya disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan 

disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang 

hanya mencakup segi informatifnya saja. 

  

HAiSIL DAiN PEiMBAiHAiSAiN 

Dailaim kaisus ini, Juliairi P. Baitubairai meirupaikain seibuaih keijaihaitain dailaim Tindaik 

Pidainai Korupsi yaing teirjaidi paidai bulain Deiseimbeir 2020. Teirdaikwai Juliairi Baitubairai 

seilaiku peigaiwaii neigeiri aitaiu peinyeileinggairai neigairai yaiitu seilaiku Meinteiri Sosiail Reipublik 

Indoneisiai Peiriodei Taihun 2019-2020 seikailigus Peinggunai Ainggairain di Keimeintriain Sosiail 

RI beirsaimai-saimai deingain Aidi Waihyono dain Maitheius Joko Saintoso seibaigaii oraing yaing 

meilaikukain aitaiu turut seirtai meilaikukain beibeiraipai peirbuaitain yaing beirhubungain deingain 

korupsi seihinggai hairus dipaindaing seibaigaii peirbuaitain beirlainjut. Teirdaikwai meilailui Aidi 

Waihyono dain Maitheius Joko Saintoso meineirimai uaing seibeisair Rp 1.280.000.000,00 (duai 

puluh seimbilain miliair duai raitus limai puluh duai jutai rupiaih) dairi Hairry Vain Sidaibukkei 

dain uaing seibeisair Rp 1.950.000.000,00 (saitu miliair seimbilain raitus limai puluh jutai rupiaih) 

dairi Airdiain Iskaindair Maiddainaitjai seirtai uaing 54/HUK/2020 Teintaing Peilaiksainaiain 

Baintuain Sosiail. 1 

Deingain aidainyai Keiputusain Meinteiri Sosiail Reipublik Indoneisiai yaing dikeiluairkain 

ini, teirjaidinyai korupsi yaing dilaikukain oleih Juliairi P. Baitubairai, yaiitu aidainyai prograim 

peingaidaiain baintuain sosiail peinaingainain COVID-19 beirupai paikeit seimbaiko di Keimeinsos 

taihun 2020 deingain nilaii seikitair Rp 5,9 Triliun deingain totail 272 kontraik dain dilaiksainaikain 

deingain 2 peiriodei. Paidai 6 Deiseimbeir 2020, KPK meineitaipkain Maintain Meinteiri Sosiail 

Juliairi P. Baitubairai seibaigaii teirsaingkai kaisus dugaiain suaip baintuain sosiail peinaingainain 

paindeimi COVID-19 untuk wilaiyaih Jaibodeitaibeik taihun 2020. Peineitaipain teirsaingkai Juliairi 

saiait itu meirupaikain tindaik lainjut aitais opeiraisi taingkaip taingain yaing dilaikukain KPK paidai 

Jumait, 5 Deiseimbeir 2020. Usaii diteitaipkain seibaigaii teirsaingkai, paidai mailaim hairinyai Juliairi 

meinyeiraihkain diri kei KPK. 

Seilaiin Juliairi, KPK jugai meineitaipkain Maitheius Joko Saintoso, Aidi Waihyono, Airdiain 

I M dain Hairry Sidaibukei seibaigaii teirsaingkai seilailu peimbeiri suaip. Meinurut KPK, kaisus ini 

beirmulai dairi Juliairi seibaigaii meinteiri sosiail saiait itu meinunjuk Maitheius dain Aidi seibaigaii 

Peijaibait Peimbuait Komitmein (PPK) dailaim peilaiksainaiain proyeik teirseibut deingain cairai 

peinunjukkain laingsung pairai reikainain dain didugai diseipaikaiti diteitaipkain aidainyai feiei dairi 

tiaip-tiaip paikeit peikeirjaiain yaing hairus diseitorkain pairai reikainain keipaidai Keimeinsos meilailui 

Maitheius. Untuk seitiaip paikeit baintuain sosiail, feiei yaing diseipaikaiti oleih Maitheius dain Aidi 

seibeisair Rp 10.000 peir paikeit seimbaiko dairi nilaii Rp 300.000 peir paikeit baintuain sosiail. 

Paidai Meii saimpaii Noveimbeir 2020, Maitheius dain Aidi meimbuait kontraik peikeirjaiain deingain 

beibeiraipai suplieir seibaigaii reikainain yaing di aintairainyai Airdiain I M dain Hairry Sidaibukei dain 

jugai PT RPI yaing didugai milik Maitheius.  

Skeimai korupsi dailaim baintuain sosiail COVID-19 yaing dilaikukain oleih Juliairi P. 

Baitubairai, meilibaitkain peimbeiliain bairaingbairaing deingain hairgai yaing saingait tinggi dairi 

 
1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
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pihaik-pihaik teirkaiit. Juliairi dain beibeiraipai pihaik teirkaiit laiinnyai didugai meingaitur proyeik 

peimeirintaih untuk peingaidaiain paikeit seimbaiko dain meimainipulaisi hairgai bairaing, seihinggai 

meireikai daipait meimpeiroleih keiuntungain yaing tidaik saih dairi dainai baintuain sosiail teirseibut. 

Kaisus ini meincuait paidai Deiseimbeir 2020 dain meinimbulkain keicaimain publik yaing beisair. 

Juliairi P. Baitubairai keimudiain ditaingkaip oleih Komisi Peimbeiraintaisain Korupsi (KPK) 

Indoneisiai. 

Dailaim kaisus ini tuntutain dilaikukain dailaim peirsidaingain di Peingaidilain Tindaik 

Pidainai Korupsi (Tipikor) Jaikairtai, Raibu 27 Juli 2021. Pihaik Jaiksai Peinuntun Umum (JPU) 

komisi peimbeiraintaisain Korupsi (KPK) meinuntut Juliairi Baitubairai deingain pidainai peinjairai 
12 taihun peinjairai dain jugai meinuntut deindai Rp. 500 Jutai subsideir 6 bulain kurungain. 

Seilaiin itu, Juliairi Baitubairai jugai dituntut deingain Rp. 14.597.450.000 subsideir 2 taihun 
peinjairai, dain jugai peincaibutain haik politik, dipilih dailaim jaibaitain publik seilaimai 4 taihun. 

Juliairi Baitubairai dinyaitaikain dain teirbukti seicairai saih meilainggair Paisail 12 huruf b j.o Paisail 
18 Undaing Undaing Reipublik Indoneisiai Nomor 31 Taihun 1999 teintaing Peimbeiraintaisain 

Tindaik Pidainai Korupsi seibaigaiimainai diubaih deingain Undaing Undaing RI Nomor 20 
Taihun 2021 teintaing peirubaihain aitais Undaing Undaing nomor 31 Taihun 1999 teintaing 

Peimbeiraintaisain Tindaik Pidainai Korupsi j.o Paisail 55 aiyait (1) kei- 1 KUHP j.o Paisail 64 

aiyait (1) KUHP.2 

Aidaipun Putusain Peingaidilain Tipikor paidai Peingaidilain Neigeiri Jaikairtai Pusait Nomor 

29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tainggail 23 Aigustus 2021 aidailaih 12 taihun peinjairai, 

dain deindai Rp. 500 jutai deingain keiteintuain aipaibilai teirseibut deindai tidaik dibaiyair digainti 

deingain pidainai kurungain seilaimai 6 bulain. Jugai diwaijibkain meimbaiyair uaing peinggainti Rp. 

14.597.000 miliair. Deindai hairus dibaiyairkain pailing laimai saitu bulain seiteilaih peirkairai ini 

meimpunyaii keikuaitain hukum teitaip. Aipai bilai tidaik dibaiyairkain dailaim baitais waiktu yaing 

teilaih diteintukain maikai hairtai beindainyai diraimpais untuk meinutupi uaing peinggainti 

dimaiksud. Aipaibilai hairtai beindainyai tidaik meincukupi untuk meimbaiyair uaing peinggainti 

maikai digainti deingain pidainai peinjairai seilaimai 2 taihun. Seilaiin itu jugai aidainyai pidainai 

taimbaihain laiin yaiitu peincaibutain haik untuk dipilih dailaim jaibaitain publik seilaimai 4 taihun 

seiteilaih seileisaii meinjailaini pidainai pokok.3 

Dailaim meinjaituhkain putusain untuk Juliairi ini, haikim meinyaimpaiikain putusain yaing 

meimbeiraitkain dain jugai putusain meiringainkain, diaintairainyai: 

1. Hail peirtaimai yaing meimbeiraitkain aidailaih seiteilaih peinuntut umum meimbaicaikain 

daikwaiain untuk Juliairi, Juliairi meinyaingkail aitaiu tidaik meingaikui peirbuaitainnyai 

meilaikukain tindaik pidainai korupsi (tidaik koopeiraitif). 

2. Hail keiduai yaing meimbeiraitkain aidailaih Juliairi meilaikukain tindaik korupsi ini saiait 

Indoneisiai seidaing meingailaimi kondisi dairurait waibaih beincainai paindeimic Covid-19 

3. Hail keitigai yaing meimbeiraitkain aidailaih peirbuaitain Juliairi ini dinilaii tidaik meindukung 

aitaiu beirteintaingain deingain prograim peimeirintaih dailaim meiwujudkain peimeirintaihain 

yaing beirsih dairi KKN (Korupsi, Kolusi dain Neipotismei). Yaing diaitur dailaim Paisail 5 

aingkai 4 Undaing Undaing Reipublik Indoneisiai Nomor 28 Taihun 1999. Seirtai 

peirteintaingain deingain Paisail 7 aiyait 1 huruf H keiteintuain peirpreis nomor 16 taihun 2018 

teintaing peingaidaiain bairaing/jaisai peimeirintaih,  

Aidaipun hail yaing meiringainkain dailaim putusain Juliairi dipeirsidaingain, aintairai laiin: 

1. Hail peirtaimai aidailaih Juliairi beilum peirnaih dijaituhi hukumain pidainai. 

2. Hail keiduai aidailaih Juliairi sudaih cukup meindeiritai kaireinai caiciain dain jugai hinaiain 
maisyairaikait, meiski paidai itu beilum dinyaitaikain beirsailaih seicairai hukum. 

 
2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Moeljono, Cet. IX, Jakarta: PT Bumi Aksara. 
3 Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.2/jul/2023 
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3. Hail keitigai yaing meiringainkain dailaim putusain Juliairi aidailaih keidisiplinain Juliairi dailaim 

meinghaidiri siding. Dailaim kurun waiktu kuraing leibih dairi 4 bulain Juliairi haidir deingain 

teirtib dain dinilaii tidaik peirnaih bainyaik ailaisain yaing meinggainggu jailainnyai 

peirsidaingain. 

 Kaisus korupsi yaing teirjaidi dailaim konteiks peinaingainain COVID-19 meimiliki 

daimpaik yaing saingait meirugikain baigi maisyairaikait Indoneisiai dain peireikonomiainnyai. 

Yustinus Praistowo, seioraing Staif Khusus Meinteiri Keiuaingain Bidaing Komunikaisi straiteigis 

meineigaiskain baihwai keimeinteiriain Keiuaingain aikain leibih fokus meimbeirikain Baintuain 

Laingsung Tunaii (BLT) dailaim prograim baintuain sosiail (bainsos) keipaidai maisyairaikait. 

Tujuainnyai aidailaih untuk meinguraingi keimungkinain teirjaidinyai peinyimpaingain seipeirti 

yaing teirjaidi bairu-bairu ini, yaikni kaisus korupsi dainai bainsos. 

Deingain peineikainain paidai BLT, dihairaipkain peingeilolaiain dainai meinjaidi leibih teirbukai 

dain eifisiein seirtai maimpu meimbeirikain baintuain laingsung keipaidai maisyairaikait yaing 

meimbutuhkain tainpai aidainyai inteirveinsi aitaiu tindaikain yaing meirugikain. Laingkaih ini 

meirupaikain baigiain dairi upaiyai Keimeinteiriain Keiuaingain untuk meiningkaitkain aikuntaibilitais 

dain inteigritais dailaim peinyailurain dainai bainsos gunai meimaistikain baihwai baintuain teirseibut 

saimpaii keipaidai meireikai yaing beinair-beinair meimbutuhkainnyai di teingaih paindeimi COVID-

19.4 

Meinurut beiritai yaing dilaiporkain oleih Kompais.com paidai tainggail 23 Aigustus 2021, 

paidai tainggail 6 Deiseimbeir 2020, Komisi Peimbeiraintaisain Korupsi (KPK) meineitaipkain 

Maintain Meinteiri Sosiail Juliairi Baitubairai seibaigaii teirsaingkai dailaim kaisus dugaiain suaip 

baintuain sosiail peinaingainain paindeimi Covid-19 untuk wilaiyaih Jaibodeitaibeik taihun 2020. 

Peineitaipain teirsaingkai teirseibut dilaikukain seiteilaih KPK meilaikukain opeiraisi taingkaip taingain 

paidai Jumait, 5 Deiseimbeir 2020. Seiteilaih diteitaipkain seibaigaii teirsaingkai Juliairi 

meinyeiraihkain diri keipaidai KPK paidai mailaim hairinyai. 

Seilaimai peilaiksainaiain paikeit bainsos seimbaiko peiriodei peirtaimai, didugai aidai feiei 

seibeisair RP 12 miliair yaing peimbaigiainnyai dibeirikain seicairai tunaii oleih Maitheius keipaidai 

Juliairi meilailui Aidi. Dairi jumlaih itu, totail suaip yaing didugai diteirimai oleih Juliairi 

meincaipaii Rp 8,2 miliair. Uaing teirseibut keimudiain dikeilolai oleih Eiko dain Sheilvy N, oraing 

keipeircaiyaiain Juliairi, untuk meimbaiyair beirbaigaii keipeirluain pribaidi Juliairi. Hail itu teintu 

saijai beirdaimpaik paidai maisyairaikait dain peireikonomiain indoneisiai yaing seihairusnyai 

dipeirgunaikain untuk meingaitaisi paindeimi seicairai beirkeiseiluruhain. Ainggairain yaing 

seihairusnyai dipeirgunaikain deingain eifeiktif dain eifisiein seirtai trainspairain mailaih teirpeiraingkaip 

dailaim korupsi dimainai itu daipait meinyeibaibkain peinyeidiaiain sumbeir daiyai yaing saingait 

dipeirbutuhkain oleih maisyairaikait Indoneisiai seilaimai paindeimi beirlaingsung meinjaidi 

teirbaitais. 

Seilaiin itu, daimpaik yaing teirciptai dairi kaisus korupsi Juliairi ini jugai beirdaimpaik 

seicairai laingsung paidai upaiyai peinainggulaingain paindeimi itu seindiri. Misail, 

disailaihgunaikainnyai ainggairain aitaiu peinyimpaingain dailaim peimbeiliain ailait-ailait keiseihaitain 

dain obait-obaitain yaing dipeirlukain untuk peinaingainain COVID-19 daipait meinyeibaibkain 

distribusi yaing tidaik meiraitai di seiluruh wilaiyaih, jugai meimpeirlaimbait reispon reispon krisis 

keiseihaitain yaing beirlaingsung di maisai paindeimi. 

           Daimpaik sosiail dain psikologis dairi kaisus ini jugai paitut dipeirhaitikain. Aipaibilai 

maisyairaikait meilihait peinyimpaingain itu oleih oknum-oknum yaing tidaik beirtainggung jaiwaib 

aitais tugaisnyai, maikai daipait meinimbulkain raisai keitidaikpeircaiyaiain maisyairaikait teirhaidaip 

peimeirintaih dain institusi yaing teirkaiit. Keipeircaiyaiain yaing rusaik daipait meinghaimbait 

 
4 Sahara Wahyuni, Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 

Tahun Penjara diakses dari https://nasional.kompas.com/, pada tanggal 31 Maret 2024, pukul 08.11 WIB. 

https://nasional.kompas.com/
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pairtisipaisi maisyairaikait dailaim upaiyai-upaiyai peinaingainain krisis, seirtai meinimbulkain 

keitidaikpuaisain dain keitidaikstaibilain sosiail yaing leibih luais. 

Dailaim seigi eikonomi, kaisus ini jugai meinimbulkain daimpaik neigaitif. Keipeircaiyaiain 

inveistor, baiik domeistik maiupun aising, daipait teirkikis kaireinai keitidaikpaistiain yaing muncul 

aikibait korupsi dailaim peingeilolaiain dainai publik. Inveistaisi yaing seihairusnyai maisuk untuk 

meindukung peimulihain eikonomi maisai paindeimi meinjaidi teirhaimbait, seirtai meimpeirlaimbait 

peirtumbuhain dain meimpeirpainjaing daimpaik eikonomi neigaitif dairi paindeimi COVID-19.5 
 

KEiSIMPULAiN 

Deingain deimikiain, daipait disimpulkain baihwai Juliairi P. Baitubairai dinyaitaikain 

teirbukti seicairai saih meilainggair Paisail 12 huruf b j.o Paisail 18 Undaing-Undaing Reipublik 

Indoneisiai Nomor 31 Taihun 1999 teintaing Peimbeiraintaisai Tindaik Pidainai Korupsi 

seibaigaiimainai diubaih Undaing Undaing RI Nomor 20 Taihun 2021 teintaing peirubaihain aitais 

Undaing-Undaing Nomor 31 Taihun 1999 teintaing Peimbeiraintaisain Tindaik Pidainai Korupsi 

j.o Paiaisail 55 aiyait (1) kei-1 KUHP j.0 Paisail 64 aiyait (1) KUHP. 

Lailu, kaisus korupsi teirkaiit COVID-19 tidaik hainyai meirupaikain maisailaih morail dain 

hukum, teitaipi jugai meimiliki daimpaik yaing saingait meirugikain baigi maisyairaikait Indoneisiai 

dain peireikonomiainnyai seicairai keiseiluruhain. Upaiyai peinceigaihain dain peinindaikain teirhaidaip 

korupsi meinjaidi saingait peinting untuk meimaistikain baihwai sumbeir daiyai yaing teirseidiai 

digunaikain deingain eifeiktif dain trainspairain untuk keipeintingain maisyairaikait dain peimulihain 

eikonomi yaing beirkeilainjutain. 
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